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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai 
(dari suatu urusan), kerjakanlah sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada 
Tuhanmulah kamu berharap.  ( Q.S.Al – Insyirah : 6-8) 
 Jangan Katakan anda gagal sebelum anda mencoba dan berusaha, serta jangan katakan 
anda berhasil jika anda tidak pernah gagal.  (Edmund Bark) 
 Manusia boleh berencana tapi terkadang rencana kita belum tentu baik dimata Allah 
SWT, dan sebaliknya rencana Allah SWT mungkin jauh lebih baik bagi kita karena Allah 








Penulis mempersembahkan Tugas Akhir ini kepada : 
 Papa dan mama tersayang, atas semua doa, 
dukungan dan kasih sayangnya. 
 Kakakku tersayang dan keponakan kecilku. 
 Seseorang yang aku sayangi, atas segala 
pengertian, dukungan dan bantuannya. 
 Almamaterku. 




Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, karena 
berkat ridho dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir 
yang berjudul “ Analisis Potensi Dan Realisasi Penerimaan Retribusi Kebersihan 
Di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 ”. Sebagai salah satu syarat guna 
memperoleh gelar Ahli Madya Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini masih 
jauh dari kesempurnaan, oleh karena keterbatasan pengetahuan, waktu, dan 
pengalaman penulis yang masih banyak kekurangan. Semoga Tugas Akhir ini 
bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya serta pihak-pihak yang 
berkepentingan dalam tugas Akhir ini. 
Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-
pihak yang telah membantu, mengarahkan, dan memberi dorongan bagi penulis baik 
secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan yang baik ini, penulis 
mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Prof. Dr. Bambang Sutopo, M. Com., selaku Dekan Fakultas Ekonomi UNS. 
2. Drs. Sri Santoso Tri Hananto, M. Si., Ak., selaku  Ketua Program DIII Fakultas 
Ekonomi UNS. 
3. Sri Suranta, SE., M. Si., Ak., selaku Ketua Program DIII Akuntansi Perpajakan 
Fakultas Ekonomi UNS. 
4. Sri Murni, SE., M. Si., Ak., selaku dosen pembimbing yang dengan sabar dan 
berkenan serta merelakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis 
dan memberikan pengarahan serta masukan yang berharga bagi penulis. 
5. Bapak 
dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi UNS yang telah membagi ilmunya kepada 
penulis, semoga dapat bermanfaat untuk penulis. 
6. Bapak Maulan, S. Sos., M. Si., selaku Kepala Dinas Kebersihan Dan Pertamanan 
(DKP), yang telah memberikan ijin pada penulis untuk melakukan penelitian.  
7. Pak Yamdi, Pak Aji dan Pak Joko, terima kasih banyak atas segala bantuan yang 
diberikan kepada penulis. 
8. Papa dan Mamaku tersayang, terima kasih atas segala doa dan dukungannya. 
9. Mas Agus (Makasih yaw udah dipinjemin laptop ma printernya), Mba Dhany   
dan keponakanQ_Ovic, serta saudara-saudaraku makasih banget buat 
segalanya…..yang selalu ngedoainQ n ngasih dukungan baik material maupun 
non material. 
10. Seseorang yang aku sayangi_Mas Ibnu, makasih banyak buat segalanya yang dah 
mas kasih buatQ....Pengertiannya, kesabarannya, dukungan, bantuan dan makasih 
udah mengisi hari-hariQ menjadi lebih indah….. 
11. SahabatQ yang kayak sodaraQ sendiri Dewi, makasih buat semuanya and dah mo 
jadi teman berbagiQ. 
12. Buat Ayank Faat, Zzt (temen seperjuanganQ), Eka & Vida (makasih bwt 
bantuannya selama ni yaw, terutama dalam hal mata kuliah). 
13. Temen-temen Pajak Angkt’06 atas kebersamaannya, tetap semangat, dan kompak 
selalu. Aku seneng bisa jadi bagian dari Xan, pengalaman yang indah&berkesan.. 
Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan dan jauh 
dari kesempurnaan karena mengingat keterbatasan pengetahuan serta kemampuan 
penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat 





















HALAMAN JUDUL ..................................................................................................   i 
ABSTRACT ...............................................................................................................  ii 
HALAMAN PERSETUJUAN ................................................................................... iii 
HALAMAN PENGESAHAN .................................................................................... iv 
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ............................................................................. v 
KATA PENGANTAR ............................................................................................... vi 
DAFTAR ISI .............................................................................................................. ix 
DAFTAR TABEL ...................................................................................................... xi 
DAFTAR GAMBAR ................................................................................................. xii 
BAB 
I. PENDAHULUAN 
A. Gambaran Umum Perusahaan ........................................................................  1 
B. Latar Belakang Masalah ................................................................................. 17 
C. Perumusan Masalah ....................................................................................... 23 
D. Tujuan Penelitian ........................................................................................... 23 
E. Manfaat Penelitian ......................................................................................... 23 
 
II. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
A. Tinjauan Pustaka ............................................................................................ 25 
B. Penyajian Data dan Analisis........................................................................... 36 
III. TEMUAN 
A. Kelebihan ....................................................................................................... 44 
B. Kelemahan...................................................................................................... 44 
 
IV. PENUTUP 
A. Simpulan ........................................................................................................ 46 








 I. 2. Target Dan Realisasi Penerimaan Retribusi Kebersihan  .................................. 21 
II. 1. Daftar Tarif Retribusi Kebersihan  .................................................................... 32 
II. 2. Potensi Retribusi Kebersihan Masyarakat Di Kabupaten Karanganyar 
Tahun 2008  ...................................................................................................... 36 
II. 3. Potensi Retribusi Kebersihan Masyarakat Di Kabupaten Karanganyar 
Tahun 2008 ....................................................................................................... 38 
II. 4. Target Retribusi Kebersihan Masyarakat Di Kabupaten Karanganyar 
Tahun 2008 ....................................................................................................... 40 
II. 5. Realisasi Retribusi Kebersihan Masyarakat Di Kabupaten Karanganyar 



























A. GAMBARAN UMUM DPU DAN LLAJ KAB KARANGANYAR 
1. Sejarah Singkat Dinas DPU dan LLAJ 
Kabupaten Karanganyar merupakan daerah otonomi, yang salah satu hak 
daerah otonomi adalah mempunyai wewenang untuk menggali sumber 
pendapatan didaerahnya guna membiayai penyelenggaraan pemerintahannya 
sendiri. 
Salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan 
tugas desentralisasi di bidang Pekerjaan Umum dan Lalu Lintas Angkutan 
Jalan di Pemerintahan Daerah Tingkat II Kabupaten Karanganyar, maka 
dibentuklah DPU dan LLAJ yang mempunyai tujuan mengelola di bidang 
Pekerjaan Umum yang meliputi Lalu Lintas Angkutan Jalan, Pengairan Bina 
Marga, Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Kota. 
Terbentuknya DPU dan LLAJ Tingkat II Kabupaten Karanganyar yaitu 
menurut PP Nomor 18 Tahun 1953 tentang Penyerahan Sebagian Urusan 
Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum kepada Dati I dan II, kemudian 
diperbaharui dengan PP Nomor 14 tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian 
Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum kepada Dati I dan II. Perda 
yang digunakan Kabupaten Karanganyar yaitu Peraturan Daerah Nomor 9 
Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten 
Karanganyar. Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas DPU dan LLAJ serta 
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untuk menunjang otonomi daerah dipandang perlu menetapkan susunan 
organisasi dan tata kerja pangkat, DPU dan LLAJ terdiri dari sub-sub Dinas 
sebagai berikut: 
1. Sub Dinas LLAJ 
2. Sub Dinas Pengairan 
3. Sub Dinas Bina Marga 
4. Sub Dinas Cipta Karya 
5. Sub Dinas Kebersihan 
Sub-sub dinas di atas mempunyai tugas dan fungsi masing-masing, yang 
mempunyai tugas mengurusi rumah tangga daerah di bidang tata kota, 
kebakaran, kebersihan dan pertamanan serta pemakaman adalah DPU Sub 
Dinas Kebersihan. DPU dan LLAJ terletak di Jalan Nyi Ageng Karang No 1 
tepatnya di sebelah selatan Rumah Dinas Bupati Karanganyar, kemudian 
letak Sub Dinas Kebersihan di Jalan Lawu Bejen. 
2. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi 
Menurut Perda Karanganyar Nomor 9 Tahun 2001 Dinas Pekerjaan 
Umum dan Lalu Lintas Angkutan Jalan dipimpin oleh seorang kepala dinas 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. DPU dan LLAJ 
mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan kewenangan otonomi daerah 
dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Pekerjaan Umum 
dan Lalu Lintas Angkutan Jalan. Untuk melaksanakan tugasnya, DPU dan 
LLAJ mempunyai fungsi sebagai berikut: 
a. Menyusun perencanaan dan perumusan program kerja di bidang 
Pekerjaan Umum dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (DPU dan LLAJ) yang 
meliputi kebijaksanaan teknis pembangunan, pengelolaan, pembinaan 
umum, pemberian bimbingan, perijinan, pengawasan dan pengendalian 
teknis di bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan kebijaksanaan yang 
ditetapkan oleh Bupati, Pengelolaan Tata Usaha Dinas, Cabang Dinas dan 
Unit Pelaksanaan Teknis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan teknis. 
b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap permasalahan 
dan atau kegiatan yang berhubungan dengan tugas-tugas DPU dan LLAJ 
untuk memperoleh sinkronisasi dan kesatuan gerak dalam pelaksanaan 
tugas. 
c. Melaksanakan pengelolaan administrasi pembangunan di bidang 
Pekerjaan Umum dan administrasi pemberian perijinan sesuai dengan 
peraturan yang berlaku untuk tertib administrasi dan kelancaran 
pelaksanaa tugas. 
d. Melaksanakan penyulihan kepada masyarakat di bidang Pekerjaan Umum 
dan LLAJ sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 
e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang Pekerjaan 
Umum. 
f. Melaksanakan pengumpulan data, pengolahan data, dan inventarisasi data 
di bidang Pekerjaan Umum dan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan 
permasalahan yang terjadi untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya. 
g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 
3. Visi dan Misi DPU dan LLAJ Kabupaten Karanganyar 
Visi DPU dan LLAJ adalah menjadi katalisator pembaharuan manajemen 
penyelenggarakan pemerintah di bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), 
sedangkan misi dari DPU dan LLAJ adalah memberikan kontribusi nyata 
dalam pembangunan daerah melalui pemeliharaan kontibusi nyata dalam 
pembangunan jalan dan jembatan serta perijinan bangunan dan trayek, 
pengaturan pemanfaatan sumber air, pembinaan bangunan dan kebersihan 
kota atau daerah. 
4. Struktur Organisasi DPU dan LLAJ 
Struktur organisasi yang baik perlu diterapkan untuk mempermudah 
dalam pengawasan manajemen agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan 
lancar. Penetapan struktur organisasi yang jelas diperlukan sesuai dengan 
bagian masing-masing. Adapun tujuan disusunnya struktur organisasi adalah 
untuk: 
1. Mempermudah pelaksanaan tugas dan pekerjaan. 
2. Mempermudah pimpinan dalam mengawasi pekerjaan bawahan. 
3. Mengkoordinasikan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 
4. Menentukan kedudukan seseorang dalam fungsi dan kegiatan, sehingga 
mampu menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya. 
Adapun susunan organisasi DPU dan LLAJ Umum Kabupaten 
Karanganyar sebagai berikut: 
1. Kepala Dinas 
2. Bagian Tata Usaha, terdiri dari: 
a. Sub Bagian Umum 
b. Sub Bagian Kepegawaian 
c. Sub Bagian Keuangan 
3. Sub Dinas LLAJ, terdiri dari: 
a. Seksi Angkutan 
b. Seksi Sarana dan Prasarana 
c. Seksi Pengendalian dan Operasional 
4. Sub Dinas Pengairan, terdiri dari: 
a. Seksi Bina Pelestarian Sumber Air 
b. Seksi Pembangunan Sarana Pengairan 
c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan 
d. Seksi Perencanaan dan Operasi 
5. Sub Dinas Bina Marga, terdiri dari: 
a. Seksi Peralatan dan Pembekalan 
b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan 
c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 
d. Seksi Perencanaan dan Evaluasi 
6. Sub Dinas Cipta Karya, terdiri dari: 
a. Seksi Tata Ruang dan Bangunan 
b. Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan 
c. Seksi Perencanaan dan Evaluasi 
7. Sub Dinas Kebersihan dan Tata Kota, terdiri dari: 
a. Seksi Tata Kota 
b. Seksi Kebersihan dan Pertamanan 
c. Seksi Pemadam Kebakaran 
d. Seksi Pemakaman 
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas 
9. Cabang Dinas 




















Gambar I.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Lalu 







Kelm. JAB FUNGSIONAL 







































































5. Diskripsi Jabatan 
1. Kepala Dinas 
Kepala dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi 
daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Pekerjaan 
Umum dan LLAJ. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Kepala Dinas 
mempunyai tugas: 
1. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan di 
bidang Pekerjaan Umum yang meliputi LLAJ, pengairan bina 
marga, cipta karya, kebersihan dan tata kota. 
2. Pemberian perijinan dan pelayanan umum di bidang Pekerjaan 
Umum dan LLAJ. 
3. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang 
Dinas dalam lingkungan DPU dan LLAJ. 
4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 
2. Bagian Tata Usaha 
Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan 
administrasi umum, perijinan, kepegawaian, dan keuangan, sesuai dengan 
kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Untuk 
menyelenggarakan tugas tersebut, Bagian Tata Usaha mempuyai fungsi: 
1. Penyusunan rencana kegiatan di bidang administrasi, 
ketatalaksanaan, umum, kepegawaian dan keuangan. 
2. Pengkoordinasian di bidang administrasi, ketatalaksanaan, umum, 
kepegawaian dan keuangan. 
3. Pengelolaan ketatalaksanaan, administrasi, kepegawaian, keuangan, 
dan perlengkapan rumah tangga. 
a. Sub Bagian Umum 
Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan surat-
menyurat, kearsipan, penggandaan, administrasi perijinan, perjalanan 
dinas, rumah tangga, pengelolaan barang inventaris, pengaturan 
penggunaan kendaraan dinas serta kelengkapannya, hubungan 
masyarakat dan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum. 
b. Sub Bagian Kepegawaian 
Kepala Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan admnistrasi kepegawaian, menyusun pedoman dan 
petunjuk ketatalaksanaan. 
c. Sub Bagian Keuangan 
Kepala  Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan 
anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban, dan laporan keuangan. 
3. Sub Dinas LLAJ 
Kepala Sub Dinas Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan 
pengaturan dan pembinaan angkutan, pembinaan teknis kendaraan 
bermotor, pembinaan manajemen dan pengendalian operasional serta 
rekayasa lalu lintas jalan berdasarkan kebijaksanaan yang telah 
ditetapkan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Dinas LLAJ 
mempuyai fungsi: 
1. Penyusunan rencana kegiatan di bidang pengaturan dan pembinaan 
angkutan, pembinaan teknis kendaraan bermotor, pembinaan 
manajemen, dan pengendalian operasional serta rekayasa lalu lintas 
jalan. 
2. Pemberian perijinan di bidang LLAJ. 
3. Penetapan manajemen transportasi, antara lain pengaturan arus 
angkutan umum. 
4. Pengendalian, pengawasan dan perijinan pengoperasian agen umum 
dan kendaraan umum. 
a. Seksi Angkutan 
Kepala Seksi Angkutan mempunyai tugas menyusun rencana 
kegiatan di bidang transportasi kota dan menetapkan manajemen 
transportasi dan melakukan penetapan dan perhitungan tarif angkutan. 
b. Seksi Sarana dan Prasarana 
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyusun 
rencana kegiatan di bidang tehnik sarana dan prasarana, 
menyelenggarakan registrasi dan inventarisasi serta kendaraan 
bermotor. 
c. Seksi Pengendalian dan Operasional 
Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional mempunyai tugas 
mengadakan pembinaan menajeman dan pengendalian operasional 
serta rekayasa lalu lintas jalan pada jalan di wilayah Kabupaten 
Karanganyar serta bimbingan keselamatan sesuai perturan perundang-
undangan yang berlaku, serta melaksanakan kebijakan yang telah 
ditetapkan. 
4. Sub Dinas Pengairan 
Kepala Sub Dinas Pengairan mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas di bidang Pekerjaan Umum dan Lalu Lintas Angkutan 
Jalan yang memiliki tanggungjawabnya dan tugas lainnya di bidang 
pengairan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Dinas Pengairan 
mempuyai fungsi: 
1. Penyusunan rencana kegiatan di bidang kebijaksanaan teknis 
pembangunan dan pengelolaan, pembinan umum, pemberian 
bimbingan dan perijinan di bidang pengairan. 
2. Pengoperasian dan pemeliharaan di bidang pengairan. 
3. Pengawasan dan pengendalian teknis pembangunan, kegiatan 
pemanfaatan sarana dan prasarana pengairan, pemantauan dan 
pengendalian sumber-sumber air. 
a. Seksi Bina Pelestarian Sumber Air 
Kepala Seksi Bina Pelestarian Sumber Air mempunyai tugas 
pembinaan, pengawasan prefentif dan pengendalian pengelolaan 
sumber-sumber air dan pencemaran air, pengelolaan proses 
administrasi perijinan dan administrasi retribusi pemanfaatan sumber-
sumber air dan tanah serta pengelolaan rekomendasi perijinan 
penambangan galian golongan C pada sumber-sumber air. 
b. Seksi Pembangunan Sarana Pengairan 
Kepala Seksi Pembangunan Sarana Pengairan mempunyai tugas 
melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan 
pelaksanaan kegiatan pembangunan, perbaikan, peningkatan dan 
rehabilitasi sarana dan prasarana pengairan. 
c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan 
Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas 
melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan 
operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengairan. 
d. Seksi Perencanaan dan Operasi 
Kepala Seksi Perencanaan dan Pemeliharaan mempunyai tugas 
melaksanakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan 
perencanaan umum dan teknis pengairan serta evaluasi manfaat 
dampak dari pembangunan, perbaikan, peningkatan, dan rehabilitasi 
sarana dan prasarana pengairan. 
5. Sub Dinas Bina Marga 
Kepala Sub Dinas Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan DPU 
dan LLAJ di bidang Bina Marga, pembinaan atas jalan yaitu prasarana 
perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bidang bagian 
jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang 
diperuntukan bagi lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 13 
Tahun 1980 tentang Jalan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub 
Dinas Bina Marga mempuyai fungsi: 
1. Penyusunan rencana kegiatan di bidang bina marga. 
2. Pemberian perijinan dan pengawasan pemanfaatan jalan beserta 
fasilitasnya. 
3. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan pekerjaan 
di bidang bina marga. 
a. Seksi Peralatan dan Pembekalan 
Kepala Seksi Peralatan dan Pembekalan mempunyai tugas 
menyiapkan peralatan berat, melaksanakan pengawasan atau 
perawatan pekerjaan di bidang Bina Marga. 
b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan 
Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas 
menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan 
pelaksanaan, dan kegiatan pembangunan serta peningkatan jalan dan 
jembatan. 
c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 
Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas 
menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan 
pelaksanaan kegiatan pemeliharaan, perijinan pemanfaatan jalan dan 
jembatan serta menanggulangi akibat banjir. 
d. Seksi Perencanaan dan Evaluasi 
Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas 
melaksanakan penyusunan pelaksanaan teknis dan program, 
pengelolaan, dan pemutakhiran data serta leger jalan, melaksanakan 
pengumpulan data, evaluasi  pelaksanaan  pekerjaan dan  pelayanan di 
 bidang Bina Marga. 
6. Sub Dinas Cipta Karya 
Kepala Sub Dinas Cipta  Karya mempunyai  tugas  menyelenggarakan 
pembinaan atas penataan ruang kota dan daerah, bangunan gedung, 
perumahan, air bersih, dan penyehatan lingkungan pemukiman. Sub 
Dinas Cipta Karya mempuyai fungsi: 
1. Penyusunan rencana kegiatan di bidang cipta karya meliputi bantuan 
teknis penyusunan dan penetapan rencana, penataan ruang dan 
pengendalian pemanfaatan ruang serta rencana teknis di bidang 
cipta karya. 
2. Pengelolaan gedung-gedung pemerintah dan rumah dinas, perijinan 
pembangunan. 
3. Pengendalian pelaksanaan pembangunan bidang cipta karya dan 
pengumpulan data serta pelaporan. 
a. Seksi Tata Ruang dan Bangunan 
Kepala Seksi Tata Ruang dan Bangunan mempunyai tugas 
menyelenggarakan penyusunan penataan ruang kota atau daerah, 
menyusun promenyelenggram pembangunan bidang Cipta Karya, 
melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi serta perijijnan 
dan pengendalian  pemanfaatan ruang dan bangunan. 
b. Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan 
Kepala Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan mempunyai 
tugas melaksanakan penertiban, pengawasan, pengendalian tugas 
perumahan, lingkungan pemukiman khusus dan pengelola rumah 
dinas, pembangunan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, 
penyuluhan, pengadaan sarana dan prasarana di bidang teknik 
penyehatan serta air bersih. 
c. Seksi Perencanaan dan Evaluasi 
Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas 
menyelenggarakan inventarisasi data, survey dan perencanaan, 
monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan di bidang Cipta 
Karya.  
7. Sub Dinas Kebersihan dan Tata Kota 
Kepala Sub Dinas Kebersihan mempunyai tugas menyelenggarakan 
urusan rumah tangga daerah di bidang tata kota, kebakaran, kebersiyahan 
dan pertamanan serta pemakaman yang menjadi tanggungjawabnya 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk 
menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Dinas Kebersihan dan tata Kota 
mempuyai fungsi: 
1. Penyusunan rencana kegiatan di bidang kebersihan dan pertamanan, 
tata kota, kebakaran serta pemakaman. 
2. Pelaksanaan kegiatan di bidang kebersihan dan pertamanan, tata 
kota, pemakaman serta pemberian penerangan jalan. 
3. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan di 
bidang kebersihan dan pertamanan serta penberian penerangan 
jalan. 
a. Seksi Tata Kota 
Kepala Seksi Tata Kota mempunyai tugas menyelenggarakan 
penyusunan penataan dan pembangunan kota kabupaten dan 
kecamatan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi serta pengendalian 
kota kabupaten 
dan kecamatan. 
b. Seksi Kebersihan dan Pertamanan 
Kepala Seksi Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas 
menyelenggarakan segala kegiatandan usaha di bidang kebersihan dan 
pertamanan. 
c. Seksi Pemadam Kebakaran 
Kepala Seksi Pemadam Kebakaran mempunyai tugas 
menyelenggarakan perencanaan, pengendalian, penyuluhan bantuan 
teknik pelaksanaan kegiatan pemeliharaan pemanfaatan sarana dan 
prasarana di bidang kebakaran. 
d. Seksi Pemakaman 
Kepala Seksi Pemakaman mempunyai tugas menyelenggarakan 
perencanaan program kerja, memberikan perijinan dan segala 
kegiatan di bidang pemakaman. 
8. Cabang Dinas 
Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas 
Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa wilayah. 
9. Kelompok Jabatan Fungsional 
Kepala Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas 
melaksanakan tugas DPU dan LLAJ sesuai dengan keahlian dan 
kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional ini terdiri dari sejumlah tenaga, 
dan jenjang jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok 
sesuai dengan bidang keahlian.  
 
B. LATAR BELAKANG MASALAH 
Pada tahun 1999, Pemerintah menerapkan Sistem Otonomi Daerah untuk 
meningkatkan penerimaan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
1999 tentang Pemerintahan Daerah yang meletakkan titik berat pada Otonomi 
Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, otonomi daerah adalah kewenangan daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah 
otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan untuk menggali sumber-
sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang 
cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya 
dan ketergantungan kepada Pemerintah Pusat harus diminimalkan (Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999). 
Dalam merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah, penyelengaraan 
pemerintahan di daerah terutama dalam pelaksanaan pembangunan diharapkan 
mampu mengembangkan dan mengelola sendiri sumber-sumber pendapatan yang 
ada di wilayahnya. Kemampuan menggali dan mengembangkan sumber-sumber 
potensi daerah digunakan sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) yang merupakan indikator penting untuk menilai tingkat kemandirian 
pemerintah daerah dibidang keuangan. 
Atas dasar pemberian otonomi daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten 
Karanganyar dituntut mampu mengembangkan dan mengelola sendiri sumber-
sumber  pendapatan  daerah  yang  memiliki  potensi  cukup  besar  untuk 
membiayai tugas pembangunan dan pemerintahan. Menurut Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 1999, sumber-sumber penerimaan daerah terdiri dari: 
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, 
Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 
Yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Yang Sah. 
2. Dana Perimbangan terdiri dari Bagian Daerah dari PBB, BPHTB dan Sumber 
Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus. 
3. Pinjaman Daerah terdiri dari Pinjaman Dalam Negeri, Pinjaman Luar Negeri, 
Penerimaan Lain-lain Yang Sah. 
Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna 
membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk 
memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab 
yang menitikberatkan pada Daerah Tingkat II. Pemerintah Kabupaten 
Karanganyar mengambil keputusan dalam meningkatkan PAD dengan 
mengoptimalkan pada semua penerimaan  baik dari pajak daerah, retribusi 
daerah, hasil   perusahaan   milik   daerah   dan   hasil   pengelolaan   kekayaan   
daerah  yang dipisahkan maupun dari lain-lain pendapatan yang sah. 
Retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung kembalinya 
kontraprestasi karena pembayaran tersebut semata-mata untuk mendapatkan 
kontraprestasi secara langsung dari pemerintah yang dapat langsung Wajib 
Retribusi rasakan (Waluyo dan Wirawan, 2000:3). Hubungan langsung 
kembalinya kontraprestasi atas pembayaran retribusi khususnya retribusi 
kebersihan adalah Wajib Retribusi memperoleh pelayanan sampah seperti 
pengambilan dan pengangkutan sampah yang baik dari TPS ke TPA, pengadaan 
TPA dan pemusnahan sampah di TPA. Sampah kota kadang dianggap sepele atau 
dipandang sebelah mata oleh masyarakat, tetapi dengan penanganan sampah kota 
yang baik diharapkan sampah akan terkelola dengan baik sehingga tidak 
menimbulkan masalah. 
Dalam hal pemungutannya retribusi kebersihan dikelompokkan atau 
digolongkan menjadi 4 yaitu retribusi kebersihan pasar yang dipungut oleh 
Kantor Pengelolaan Pasar (KPP), retribusi kebersihan masyarakat oleh DPU dan 
LLAJ, retribusi kebersihan obyek wisata dan retribusi kebersihan terminal oleh 
DIPENDA (Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar 
Nomor 10 Tahun 2002). Setiap kategori yang terdapat dalam golongan retribusi 
kebersihan tersebut memiliki tarif dan dasar pengenaan yang berbeda tergantung 
pada kelas atau tingkat besarnya pungutan. Tarif dan dasar pengenaan atas 
retribusi kebersihan diatur dalam Peraturan Daerah No 10 Tahun 2002.  
Pada  tahun 2006 jumlah   realisasi   penerimaan   retribusi   kebersihan tidak 
bisa mencapai target yang ditetapkan yakni hanya sebesar 94,89 % dari target 
yang ditetapkan, kemudian tahun 2007 pemerintahan daerah Kabupaten 
Karanganyar berupaya untuk meningkatkan realisasi penerimaan retribusi 
kebersihan. Menurut Sub Dinas Kebersihan selaku pihak yang mengurusi 
Retribusi Kebersihan, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan realisasi 
penerimaan retribusi kebersihan antara lain dengan intensifikasi pendataan objek 
dan atau subjek retribusi, melakukan penagihan retribusi baik melalui mekanisme 
panggilan maupun penagihan langsung oleh petugas pemungut, serta 
mengadakan sosialisasi antara petugas pemungut retribusi kebersihan dengan 
ibu-ibu PKK. Sosialisasi yang dilakukan oleh petugas retribusi kebersihan 
dengan ibu-ibu PKK yang pertama dengan cara melakukan penyuluhan tentang 
pentingnya membayar retribusi dan keuntungan atau manfaat bagi masyarakat 
yang telah membayar retribusi kebersihan, yang kedua dengan cara berinteraksi 
langsung dengan wajib retribusi dan KK yang bertujuan untuk mendengarkan 
keluhan-keluhan atas pelayanan yang telah ada sehingga pihak pemungut bisa 
memperbaiki kinerja pelayanan sebelumnya. 
Dampak dari upaya-upaya yang dilakukan Sub Dinas Kebersihan adalah 
masyarakat semakin sadar pentingnya membayar retribusi kebersihan dan 
meningkatnya jumlah realisasi penerimaan tahun 2007 dari target yang 
ditetapkan dibanding tahun 2006, yakni retribusi kebersihan memperoleh 
realisasi penerimaan sebesar 95,89 % atau meningkat sebesar 1 %. Data realisasi 
penerimaan dan target retribusi kebersihan secara detail dari tahun 2006-2008 




Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Kebersihan (dalam ribuan) 
 
                                               2006                            2007                        2008 
                                       Target   Realisasi       Target   Realisasi      Target   Realisasi 
  
      RK Masyarakat        50.000     50.000        55.040    55.070        60.040    60.110 
      RK Obyek Wisata    50.000     33.483        50.000    41.350        50.000    23.094 
      RK Pasar                150.000   150.141      155.000  155.785      165.000  165.610 
      RK Terminal            70.000     70.037        76.500    70.511        76.500    64.585_ 
      TOTAL                  320.000   303.661      336.540  322.716      351.540  313.399_ 
      Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar 
Berdasarkan tabel di atas retribusi kebersihan masyarakat dan pasarlah yang 
selalu bisa memperoleh penerimaan melebihi target yang ditetapkan, bahkan dari 
tahun ke tahun target yang ditetapkan selalu mengalami peningkatan. Realisasi 
penerimaan pasar cukup tinggi bila dibanding dengan retribusi kebersihan 
masyarakat. Akan tetapi jika dilihat dari objek retribusi dan tarifnya, penerimaan 
retribusi kebersihan masyarakat seharusnya bisa melebihi penerimaan retribusi 
kebersihan pasar karena retribusi kebersihan masyarakat terdiri dari sektor rumah 
tangga dan usaha (Sub Dinas Kebersihan dan Tata Kota). Terdapat 6 kecamatan 
di Kabupaten Karanganyar yang mendapat pelayanan sampah, untuk tahun 2008 
di 6 kecamatan tersebut tercatat ada 89.067 KK. Akan tetapi, yang menjadi dasar 
penentuan potensi retribusi kebersihan masyarakat di Kabupaten Karanganyar 
hanya sebesar 2.280 KK. Hal ini dikarenakan retribusi kebersihan masyarakat 
bersifat tidak memaksa seperti pajak dan retribusi pada umumnya mempunyai 
hubungan langsung kembalinya kontrapretasi, sehingga pihak pemungut yakni 
DKP hanya memberikan pelayanan sampah bagi masyarakat yang memerlukan 
pelayanan sampah dan bagi masyarakat yang membayar retribusi kebersihan saja.  
Penerimaan retribusi kebersihan masyarakat terdiri dari penerimaan sektor 
rumah tangga dan sektor usaha. Sektor usaha merupakan bidang yang 
mempunyai potensi yang cukup besar, selain itu pengenaan tarifnya lebih besar 
dari sektor rumah tangga. Dalam sistem pemungutannya sektor usaha juga lebih 
teratur karena dikelola langsung oleh pihak Sub Dinas Kebersihan (DKP). 
Berbeda dengan sektor rumah tangga yang pelaksanaan pemungutannya 
dilakukan secara tidak langsung oleh DKP yang bekerjasama dengan pihak RW 
dan pengurus perkumpulan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai 
pemungut langsung, sehingga lebih besar kemungkinan timbulnya permasalahan. 
Sektor  rumah  tangga  juga  memiliki  potensi  yang  besar  dalam  
peningkatan penerimaan retribusi kebersihan masyarakat dengan adanya faktor 
pertambahan jumlah subyek atau wajib retribusi yaitu jumlah KK di Kabupaten 
Karanganyar. Menurut data tahun 2007 terdapat 2.100 KK yang ditetapkan 
sebagai Wajib Retribusi dan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk pada 
tahun 2008 terdata sebanyak 2.280 KK yang ditetapkan sebagai Wajib Retribusi, 
atau mengalami peningkatan sebanyak 180 KK. Jumlah penduduk yang semakin 
banyak menyebabkan semakin meningkat kebutuhan akan pelayanan dan 
prasarana kebersihan. Hal ini yang membuat penulis memilih retribusi kebersihan 
di Kabupaten Karanganyar khususnya untuk retribusi kebersihan masyarakat. 
Dari beberapa uraian di atas,  penulis  tertarik  mengambil  judul “ANALISIS 
POTENSI  DAN  REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI KEBERSIHAN 
DI KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2008”.  
 
C. PERUMUSAN MASALAH  
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mencoba merumuskan masalah 
yaitu : 
1. Berapa besar potensi Retribusi Kebersihan Masyarakat di Kabupaten 
Karanganyar? 
2. Apakah target Retribusi Kebersihan Masyarakat yang ditetapkan sudah sesuai 
dengan potensi yang ada? 
3. Apakah realisasi penerimaan Retribusi Kebersihan Masyarakat sudah sesuai 
dengan target yang ditetapkan? 
 
D. TUJUAN PENELITIAN 
Berdasarkan masalah yang diambil penulis, maka penelitian ini mempunyai 
tujuan sebagai berikut : 
1. Menganalisis berapa besar potensi Retribusi Kebersihan Masyarakat di 
Kabupaten Karanganyar. 
2. Menganalisis apakah target Retribusi Kebersihan Masyarakat yang ditetapkan 
sudah sesuai dengan potensi yang ada. 
3. Menganalisis apakah realisasi penerimaan Retribusi Kebersihan Masyarakat  
sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. 
 
E. MANFAAT PENELITIAN 
1. Bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten 
Karanganyar 
Dapat menjadi bahan pertimbangan maupun evaluasi terhadap pendataan 
potensi  retribusi  kebersihan,  sehingga  dapat  mengoptimalkan  Pendapatan 
Asli Daerah. 
2. Bagi peneliti 
Dapat memberi gambaran, menambah wawasan dan pengetahuan 
mengenai retribusi daerah, khususnya retribusi kebersihan. 
3. Bagi pembaca 






ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
  
A. TINJAUAN PUSTAKA 
1. Pengertian Retribusi 
Ada beberapa pengertian retribusi, antara lain : 
a. Retribusi adalah paksaan yang bersifat ekonomis, karena siapa yang tidak 
merasakan jasa balik dari Pemerintah, dia tidak dikenakan iuran retribusi 
tersebut. (Munawir, 2000:4) 
b. Retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada Pemerintah dimana 
kita dapat melihat adanya hubungan balas jasa yang langsung diterima 
dengan adanya pembayaran retribusi tersebut. (Suparmoko, 1992:94) 
c. Retribusi adalah hubungan langsung dengan kembalinya prestasi karena 
pembayaran tersebut ditujukan semata-mata untuk mendapatkan suatu 
prestasi tertentu dari Pemerintah. (Waluyo dan Wirawan, 2000:3) 
d. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh 
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 
(Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Pasal 1 angka 26) 
2. Objek dan Kriteria Retribusi 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang selanjutnya 
diubah menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, objek retribusi 
sendiri terdiri dari Jasa Umum, Jasa Usaha, Perizinan Tertentu. 
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Retribusi Daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu : 
a. Retribusi Jasa Umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh 
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum 
serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 
Kriteria Retribusi Jasa Umum adalah sebagai berikut : 
1. Bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retrbusi Jasa Usaha atau 
Retribusi Perizinan Tertentu. 
2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam 
rangka pelaksanaan desentralisasi. 
3. Jasa tersebut memberi manfaat bagi orang pribadi atau badan yang 
diharuskan membayar retribusi, di samping itu melayani 
kepentingan dan kemanfaatan umum. 
4. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi dengan kualitas yang 
baik. 
5. Tidak bertentangan dengan kebijakan nasional. 
6. Retribusi dapat dipanggul secara efektif dan efisien, serta 
merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial. 
b. Retribusi Jasa Usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh 
Pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena 
pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 
Kriteria Retribusi Jasa Usaha adalah sebagai berikut : 
1. Bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau 
Retribusi Perizinan Tertentu. 
2. Merupakan  jasa  yang  bersifat  komersial  yang seyogyanya  
disediakan oleh swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta 
yang dimiliki atau dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara 
penuh oleh Pemerintah Daerah. 
c. Retribusi Perizinan Tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu 
pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi 
atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, 
pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, 
penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas 
tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 
lingkungan. 
Kriteria Retribusi Perizinan Tertentu adalah sebagai berikut : 
1. Perizinan tersebut merupakan kewenangan pemerintah yang sudah 
diserahkan kepada daerah. 
2. Diadakan guna melindungi kepentingan umum. 
3. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin 
tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negara dari 
pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari 
retribusi tersebut. 
3. Prinsip, Sasaran Penetapan Tarif  Retribusi dan Jenis-Jenis Retribusi 
a. Retribusi Jasa Umum, berdasarkan kebijakan daerah dengan 
mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, 
kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. 
b. Retribusi Jasa Usaha, berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh 
keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima 
oleh pengusaha swasta  sejenis  yang  beroperasi  secara  efisien  dan  
berorientasi  pada  harga pasar. 
c. Retribusi Perizinan Tertentu, berdasarkan pada tujuan untuk menutup 
sebagian atau seluruh biaya penyelengaraan pemberian izin yang 
bersangkutan. 
Selain 3 jenis retribusi di atas, dapat pula diterapkan jenis retribusi yang 
lainnya yang sesuai dengan kewenangan otonomi dan memenuhi kriteria 
yang telah ditetapkan, dan harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk 
memperoleh gambaran jenis-jenis Retribusi apa saja yang diatur di dalamnya, 
dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang 
Retribusi Daerah yang menjelaskan adanya jenis-jenis retribusi sebagaimana 
dimaksud di atas, yaitu sebagai berikut : 
a. Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari ; 
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan 
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte 
Catatan Sipil 
4. Retribusi Pelayanan Pemakaian dan Pengabuan Mayat 
5. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum 
6. Retribusi Pelayanan Pasar 
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan 
10. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan 
b. Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari ; 
1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 
2. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan 
3. Retribusi Terminal 
4. Retribusi Tempat Khusus Parkir 
5. Retribusi Tempat Penitipan Anak 
6. Retribusi Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Villa 
7. Retribusi Penyedotan Kakus 
8. Retribusi Rumah Potong Hewan 
9. Retribusi Tempat Pendaratan Kapal 
10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 
11. Retribusi Penyeberangan Di Atas Air 
12. Retribusi Pengolahan Limbah Cair 
13. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 
c. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari ; 
1. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah 
2. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 
3. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 
4. Retribusi Izin Gangguan 
5. Retribusi Izin Trayek 
4. Sistem Pemungutan Retribusi 
Sistem pemungutan Retribusi Daerah adalah official assessment system, 
yaitu pemungutan retribusi daerah berdasarkan penetapan Kepala Daerah 
dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau 
dokumen lainnya yang dipersamakan. Wajib Retribusi setelah menerima 
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan tinggal melakukan pembayaran 
menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) pada Kantor Pos atau 
bank persepsi. Jika wajib retribusi tidak atau kurang membayar akan ditagih 
menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). 
5. Cara Perhitungan Retribusi 
Perhitungan Retribusi dilakukan dengan rumus sebagai berikut : 
             Tingkat Penggunaan Jasa  X  Tarif Retribusi    
Tingkat Penggunaan Jasa diukur dengan unsur-unsur sebagai berikut : 
a. Kuantitas penggunaan jasa, misalnya berapa kali atau jam parkir. 
b. Ditaksir dengan rumus, misalnya untuk izin bangunan berdasarkan luas 
atau bangunan, jumlah tingkat dan rencana penggunaan. 
Tarif Retribusi diukur dengan unsur-unsur berikut ini : 
a. Nilai rupiah atau presentase tertentu yang ditetapkan. 
b. Dapat ditentukan seragam atau diadakan pembedaan sesuai dengan 
prinsip dan sasaran tarif. 
6. Pengertian Retribusi Kebersihan 
Pengertian retribusi kebersihan adalah  pembayaran  atas  jasa  kebersihan 
yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan pribadi atau badan (Perda Nomor 10 tahun 2002). Sedangkan 
sampah sendiri berarti limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang 
berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik 
dan non organik, logam dan non logam yang dapat terbakar tetapi tidak 
termasuk kotoran manusia dan sampah berbahaya. 
Retribusi kebersihan termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Umum, 
yang mana jasa tersebut disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah 
untuk kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat pula dinikmati oleh 
orang pribadi atau badan. 
7. Subyek dan Obyek Retribusi Kebersihan 
Sebagai salah satu sumber penerimaan daerah, retribusi kebersihan 
memiliki subjek dan objek retribusi sebagai berikut : 
Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan      
Retribusi atau yang memanfaatkan fasilitas  kebersihan. 
Objek Retribusi adalah : 
a. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumber sampah ke TPA. 
b. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumber sampah ke TPS. 
c. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA. 
d. Penyediaan TPS, TPA dan kontainer. 
e. Pengolahan dan atau pemusnahan sampah. 
Dikecualikan dari objek retribusi adalah : 
a. Pelayanan kebersihan jalan umum 
b. Pelayanan kebersihan taman ruangan tempat umum yang tidak 
dikomersialkan. 
8. Tarif Retribusi Kebersihan di Kabupaten Karanganyar 
Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk 
biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan 
masyarakat dan keadilan. Biaya yang dimaksud antara lain biaya 
pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan atau pemusnahan sampah 
termasuk penyediaan lokasi TPA. 
Tabel II.1 
Daftar Tarif Retribusi Kebersihan 
   NO                JENIS PEMUNGUTAN               TARIF 
     1 A. RUMAH TANGGA      
      1. Ibu Kota kabupaten, Kota Kecamatan Rp  1.500,-/bln 
          Kawasan Palur 
      2. Pedesaan Rp  1.000,-/bln 
 B. BENGKEL 
      1. Besar Rp  5.000,-/bln 
      2. Menengah Rp  3.000,-/bln 
      3. Kecil Rp  1.000,-/bln 
 C. PERTOKOAN 
      1. Toko Besar Rp  5.000,-/bln 
      2. Toko Menengah Rp  3.000,-/bln 
      3. Toko Kecil Rp  1.000,-/bln 
 D. GARASI PERUSAHAAN ANGKUTAN 
      1. Bus / Truk Rp 25.000,-/bln 
      2  Non Bus Rp   5.000,-/bln 
 E. SEKOLAH 
      1. SD dan yang sederajat Rp   5.000,-/bln 
      2. SLTP dan yang sederajat 
          a. Besar Rp 15.000,-/bln 
          b. Menengah Rp 10.000,-/bln 
          c  Kecil Rp   5.000,-/bln 
      3. SLTA dan yang sederajat 
          a. Besar Rp 15.000,-/bln 
          b. Menengah Rp 10.000,-/bln 
          c  Kecil Rp   5.000,-/bln 
 F. PERGURUAN TINGGI 
          1. Besar Rp 30.000,-/bln 
          2. Menengah Rp 20.000,-/bln 
          3  Kecil Rp 10.000,-/bln 
 G. KANTOR PERBANKAN 
      1. Bank Umum Rp 25.000,-/bln 
      2. Bank Perkreditan Rakyat Rp 10.000,-/bln 
 H. PROYEK PEMBANGUNAN FISIK Rp 10.000,-/bln 
  I. KANTOR PEMERINTAHAN/SWASTA, 
     APOTIK, NOTARIS, PENGACARA, 
                            LABORATORIUM, dll yang dapat dipersama 
     kan sebagai tempat pelayanan umum. Rp   5.000,-/bln 
  J. PEMBUANGAN SAMPAH SENDIRI ke 
     TPA Rp   5.000,-/bln 
2 A. UNTUK PERUSAHAAN/INDUSTRI 
      1. Perusahaan/Industri Besar Rp 50.000,-/bln 
            2. Perusahaan/Industri Menengah Rp 25.000,-/bln 
            3. Perusahaan/Industri Kecil Rp   5.000,-/bln 
3 A. KIOS PASAR Rp      200,-/hari 
 B. KIOS TINGKAT PASAR Rp      300,-/hari 
 C. PEDAGANG PASAR Rp      100,-/hari 
 D. PASAR HEWAN 
      1. Hewan Besar Rp      200,-/hari/ekr 
      2. Hewan Kecil Rp      100,-/hari/ekr 
4 A. RUMAH MAKAN 
      1. Dalam Kawasan Wisata 
          a. Besar Rp      500,-/hari 
          b. Menengah Rp      400,-/hari 
          c  Kecil Rp      300,-/hari  
      2. Di luar Kawasan Wisata 
          a. Besar Rp      400,-/hari 
          b. Menengah Rp      300,-/hari 
          c  Kecil Rp      200,-/hari  
 B. HOTEL DAN PENGINAPAN 
      1. Hotel Bintang I s/d III Rp 25.000,-/bln 
      2. Hotel Bintang IV s/d V Rp 75.000,-/bln 
      3. Hotel Melati Rp 15.000,-/bln 
      4. Pondok Wisata Rp   5.000,-/bln 
 C. PEDAGANG KAKI LIMA Rp      200,-/hari 
 E. Rumah Sakit, Rumah Bersalin, dan Balai 
     Pengobatan Swasta Rp      100,-/hr/pasien 
 F. TEMPAT PRAKTEK DOKTER Rp   5.000,-/bln 
 G. PETERNAKAN Rp 15.000,-/bln 
 H. LOKASI OBYEK WISATA DAN TEMPAT 
      OLAHRAGA 
      1. Wisatawan Masuk Obyek Wisata Rp   100,-org/1x msk 
      2. Tempat Olahraga  
          a) Gedung Olahraga 
              1. Langganan Rp   3.000,-/bln/club 
              2. Insidentil Rp   6.000,-/bln/club 
     b) Lapangan Tenis  
         1. Langganan Rp   5.000,-/bln/club 
              2. Insidentil Rp 10.000,-/bln/club 
     c) Lapangan Olahraga Lainnya 
         1. Langganan Rp   5.000,-/bln/club 
              2. Insidentil Rp   7.500,-/bln/club 
     d) Kolam Renang Rp      100,-/org/hr 
     e) Tempat Olahraga untuk Kepentingan 
          selain Olahraga (pameran, keramaian 
         umum, dll Rp     100,-/pngjng/hr 
 
9. Cara Perhitungan Potensi Retribusi Kebersihan 
Terdapat 2 elemen yang digunakan untuk dapat mangetahui besar dari 
potensi retribusi kebersihan, antara lain: 
a. Wajib Retribusi (WR) adalah orang pribadi atau badan yang menikmati 
pelayanan atas jasa kebersihan dan dikenakan kewajiban tarif yang telah 
ada atau bertanggung jawab atas pembayaran retribusi. 
b. Tarif adalah besar biaya yang dikenakan kepada para Wajib Retribusi atas 
jasa yang diberikan yaitu berupa pelayanan persampahan dan kebersihan 
sesuai dengan klasifikasi tarif yang ada. 
Besar potensi Retribusi Kebersihan di Kabupaten Karanganyar dapat 
dihitung dengan cara : 
 
  
Keterangan = WRKP = Wajib Retribusi Kebersihan Yang Potensial 
                 Tarif    = Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 
Jumlah WRKP  X  Tarif 
10. Sistem Pemungutan Retribusi Kebersihan 
Sistem pemungutan retribusi kebersihan adalah official assessment 
system, yaitu pemungutan retribusi berdasarkan ketentuan yang telah ada 
pada Perda Nomor 10 tahun 2002, yang telah ditetapkan dalam Surat 
Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lainnya yang 
dipersamakan. Mengenai wajib retribusi kebersihan yang telah ditetapkan 
melalui klasifikasi tarif dapat langsung menyetorkan kepada tugas pemungut 
yang telah ditunjuk oleh Dipenda. 
11. Sanksi Administrasi dan Pidana 
a. Sanksi Administrasi 
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 
Tahun 2002 tentang Retribusi Kebersihan bab IX pasal 12 tentang sanksi 
administrasi, disebutkan bahwa apabila wajib retribusi tidak melakukan 
pembayaran atau penyetoran retribusi terutang pada waktu yang 
ditetapkan yaitu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang, 
maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua 
persen) per bulan dari retribusi terutang atau kurang dibayar dan ditagih 
dengan menggunakan STRD. 
b. Sanksi Pidana 
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 
Tahun 2002 tentang Retribusi Kebersihan bab XIII pasal 18 tentang 
Ketentuan Pidana disebutkan bahwa wajib retribusi yang tidak 
melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah 
diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling 
banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang. 
 
 
B. PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 
1. Analisis Potensi Retribusi Kebersihan Masyarakat Di Kabupaten 
Karanganyar Tahun 2008 
Menurut Sub Dinas Kebersihan (DKP) yang menangani masalah retribusi 
kebersihan masyarakat, potensi retribusi kebesihan masyarakat di Kabupaten 
Karanganyar tahun 2008 dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel II.2 
Potensi Retribusi Kebersihan Masyarakat 
Di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 
NO    URAIAN               JMLH        BESAR     LAMA         JUMLAH 
 
  1     Rumah Tangga       2.280  x  Rp   1.500  x  12 bln   =  Rp 41.040.000 
  2     Bengkel                         15  x  Rp   3.000  x  12 bln   =  Rp      540.000  
  3     Pertokoan                      46  x  Rp   5.000  x  12 bln   =  Rp   2.760.000 
  4     Garasi Bus              1  x  Rp 25.000  x  12 bln   =  Rp      300.000 
  5     Sekolahan                     20  x  Rp   5.000   x  12 bln  =  Rp   1.200.000 
  6     Perguruan Tinggi            2  x  Rp 10.000  x  12 bln   =  Rp      240.000 
  7     Perbankkan              9  x  Rp 25.000  x  12 bln   =  Rp   2.700.000 
  8     Perkantoran            46  x  Rp   5.000  x  12 bln   =  Rp   2.760.000 
  9     Perusahaan            15  x  Rp 25.000  x  12 bln   =  Rp   4.500.000 
10     Proyek fisik            42  x  Rp 10.000  x  10 bln   =  Rp   4.200.000 
                                                               TOTAL         Rp 60.240.000 
            Sumber : Sub Dinas Kebersihan (DKP) Kabupaten Karanganyar  
Terdapat 6 kecamatan di Kabupaten Karanganyar yang mendapat 
pelayanan sampah atau kebersihan, kecamatan tersebut antara lain 
Karanganyar, Tawangmangu, Tasikmadu, Jaten, Colomadu, dan 
Gondangrejo. Pada tahun 2008 jumlah Kepala Keluarga (KK) di 6 
Kecamatan tersebut adalah 89.067 KK, dengan pembagian Karanganyar 
18.028 KK, Tawangmangu 11.095 KK, Tasikmadu 13.574 KK, Jaten 17.025 
KK, Colomadu 13.449 KK, dan Gondangrejo 15.896 KK. Akan tetapi hanya 
2.280 KK saja yang menjadi Wajib Retribusi (WR) atau 0,64% dari jumlah 
KK yang seharusnya mendapat pelayanan kebersihan. Jumlah 2.280 KK ini 
terdiri dari Karanganyar 965 KK, Tawangmangu 78 KK, Tasikmadu 210 KK, 
Jaten 354 KK, Colomadu 608 KK, dan Gondangrejo 65 KK. Tarif yang 
diterapkan adalah sebesar Rp 1.500,00 karena daerah tersebut tergolong 
daerah kota kecamatan dan ibu kota kabupaten, sedangkan tarif untuk 
pedesaan tidak diterapkan di Kabupaten Karanganyar karena masyarakat 
pedesaan cederung mempunyai tempat pembuangan sampah sendiri di 
halaman rumah sehingga mereka tidak mau membayar retribusi kebersihan. 
Sebagian besar sektor usaha di Kabupaten Karanganyar berada di Kecamatan 
Karanganyar, hanya saja untuk jenis perusahaan yang mendapat pelayanan 
sampah berada di Kecamatan Kebakkramat. 
Besar potensi retribusi kebersihan masyarakat tahun 2008 berdasarkan 
klasifikasi tarif yang berlaku sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten 





Ketetapan Potensi Retribusi Kebersihan Masyarakat 
Di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 
NO    URAIAN               JMLH        BESAR     LAMA         JUMLAH 
 
  1     Rumah Tangga       
            Ibu Kota Kab.,  
            Kota Kec.              2.280  x  Rp   1.500  x  12 bln   =  Rp 41.040.000 
  2     Bengkel      
            Besar                            1  x  Rp   5.000  x  12 bln   =  Rp        60.000 
            Menengah                  14  x  Rp   3.000  x  12 bln   =  Rp      504.000  
  3     Pertokoan    
            Besar        7  x  Rp   5.000  x  12 bln   =  Rp      420.000 
            Menengah      26  x  Rp   3.000  x  12 bln   =  Rp      936.000 
            Kecil      13  x  Rp   1.000  x  12 bln   =  Rp      156.000           
  4     Garasi Bus 
  Bus / Truk   1  x  Rp 25.000  x  12 bln   =  Rp      300.000 
  5     Sekolahan        
 SD  7  x  Rp   5.000  x  12 bln   =  Rp      420.000 
 SLTP Besar  6  x  Rp 15.000  x  12 bln   =  Rp   1.080.000 
 SLTA Besar      7  x  Rp 15.000  x  12 bln   =  Rp   1.260.000 
  6     Perguruan Tinggi          
            Besar     2  x  Rp 30.000  x  12 bln   =  Rp      720.000 
  7     Perbankkan               
 Bank Umum   9  x  Rp 25.000  x  12 bln   =  Rp   2.700.000 
 BPR    3  x  Rp 10.000  x  12 bln   =  Rp      360.000 
  8     Perkantoran            43  x  Rp   5.000  x  12 bln   =  Rp   2.580.000 
  9     Perusahaan             
 Menengah            15  x  Rp 25.000  x  12 bln   =  Rp   4.500.000 
10     Proyek fisik            42  x  Rp 10.000  x  10 bln   =  Rp   4.200.000 
                                                               TOTAL         Rp 61.236.000 
            Sumber : Data Primer Diolah 
Berdasarkan Tabel II.3 dapat dihitung jumlah potensi retribusi kebersihan 
masyarakat pada tahun 2008, secara keseluruhan jumlah potensinya adalah 
sebesar Rp 61.236.000,00. Akan tetapi, berdasarkan jumlah potensi yang 
ditetapkan oleh DKP jumlahnya hanya Rp 60.240.000,00 atau selisih Rp 
996.000,00. Dasar pengenaan tarif retribusi kebersihan secara umum juga 
masih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketidaksesuaian dengan 
peraturan yang berlaku dapat dilihat pada Tabel II.2 dan Tabel II.3. 
Berdasarkan tabel potensi dari DKP, potensi yang ada tidak sesuai dengan 
keadaan yang sebenarnya yaitu tidak menurut klasifikasi besar, menengah 
atau kecil. Akan tetapi, potensi untuk setiap jenis usaha hanya didasarkan 
pada 1 klasifikasi saja. Contohnya untuk jenis usaha perbankkan terdapat 2 
klasifikasi yaitu Bank Umum dan BPR. Menurut DKP, BPR tidak mau 
membayar Rp 10.000,00 tetapi hanya mau membayar Rp 5.000,00 dan 
termasuk di dalam jenis usaha perkantoran, karena BPR merasa 
penerimaannya tidak sebesar bank umum. Hal ini tentu saja tidak sesuai 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2002  
yang mengatur retribusi kebersihan, sehingga dapat disimpulkan bahwa dasar 
penetapan potensi retribusi kebersihan masyarakat di Kabupaten Karanganyar 
tidak sesuai dengan potensi yang sesungguhnya, meskipun penetapan potensi 
yang dihitung oleh DKP pada tahun 2008 jumlahnya mendekati jumlah 
potensi retribusi kebersihan masyarakat yang sesungguhnya. Berdasarkan 
jumlah potensi retribusi kebersihan masyarakat di Kabupaten Karanganyar 
tahun 2008 yang ditetapkan oleh DKP jumlahnya sebesar Rp 60.240.000,00, 
sedangkan jumlah potensi retribusi kebersihan masyarakat yang 
sesungguhnya sebesar Rp 61.236.000,00 atau selisih Rp 996.000,00. Selisih 
sebesar Rp 996.000,00 menurut DKP tidak signifikan dikarenakan hanya 1,6 
% atau selisihnya tidak ada 2 % dari potensi yang sesungguhnya. 
2. Analisis Target Retribusi Kebersihan Masyarakat Yang Ditetapkan 
Sudah Sesuai Atau Belum Dengan Potensi Yang Ditetapkan Oleh DKP. 
Target retribusi kebersihan masyarakat adalah kemampuan maksimum 
yang ingin dicapai dari penerimaan retribusi kebersihan masyarakat. 
Penetapan target ditentukan berdasarkan realisasi tahun sebelumnya dengan 
memperhatikan potensi yang ada pada Retribusi Kebersihan Masyarakat. 
Target retribusi kebersihan masyarakat di Kabupaten Karanganyar tahun 
2008 dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel II.4 
Target Retribusi Kebersihan Masyarakat 
Di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 
NO    URAIAN               JMLH        BESAR     LAMA         JUMLAH 
  1     Rumah Tangga 2.280   x   Rp   1.500  x  12 bln   =  Rp 41.040.000       
  2     Bengkel      15   x   Rp   3.000  x  12 bln   =  Rp      540.000                 
  3     Pertokoan      46   x   Rp   5.000  x  12 bln   =  Rp   2.760.000           
  4     Garasi Bus   1   x   Rp 25.000  x  12 bln   =  Rp   300.000          
  5     Sekolahan      20   x   Rp   5.000  x  12 bln   =  Rp   1.200.000                  
  6     Perguruan Tinggi      2   x   Rp 10.000  x  12 bln   =  Rp      240.000      
  7     Perbankkan   9   x   Rp 25.000  x  12 bln   =  Rp   2.700.000 
  8     Perkantoran            46   x   Rp   5.000  x  12 bln   =  Rp   2.760.000 
  9     Perusahaan            15   x   Rp 25.000  x  12 bln   =  Rp   4.500.000 
10     Proyek fisik            40   x   Rp 10.000  x  10 bln   =  Rp   4.000.000 
                                                                 TOTAL         Rp 60.040.000 
Sumber : Sub Dinas Kebersihan (DKP) Kabupaten Karanganyar 
Berdasarkan Tabel II.2 dan Tabel II.4, penulis dapat menganalisis besar 
target yang ditetapkan dengan potensi retribusi kebersihan  masyarakat  pada  
tahun  2008. Secara keseluruhan besar target yang ditetapkan sudah 
didasarkan pada potensi yang ada, meskipun tidak sesuai dengan potensi yang 
sesungguhnya. Target retribusi kebersihan masyarakat yang ditetapkan 
sebesar Rp 60.040.000,00, sedangkan potensi yang ada sebesar Rp 
60.240.000,00 atau selisih Rp 200.000,00. Selisih sebesar Rp 200.000,00 
menurut DKP tidak signifikan karena hanya 0,3 % atau tidak mencapai 2 % 
dari potensi yang ada. Jumlah maupun tarif dasar pengenaan retribusi 
kebersihan masyarakat baik untuk sektor rumah tangga dan usaha sudah 
sesuai dengan potensi yang ada, tetapi untuk jenis usaha proyek fisik 
targetnya belum sesuai dengan potensi yang ada. Proyek fisik hanya 
ditargetkan sebanyak 40 dengan lama pengerjaan 4 bulan, karena pihak DKP 
berjaga-jaga jika pada realisasi penerimaan proyek fisik mendapatkan wajib 
retribusi yang lama pengerjaannya di bawah 3 bulan. 
3. Analisis Realisasi Penerimaan Retribusi Kebersihan Masyarakat Sudah 
Sesuai Atau Belum Dengan Target Yang Ditetapkan Oleh DKP. 
Realisasi penerimaan retribusi kebersihan masyarakat tahun 2008 dapat 










Realisasi Penerimaan Retribusi Kebersihan Masyarakat 
Di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 
NO    URAIAN               JMLH        BESAR     LAMA         JUMLAH 
  1     Rumah Tangga 2.280   x   Rp   1.500  x  12 bln   =  Rp 41.040.000       
  2     Bengkel      15   x   Rp   3.000  x  12 bln   =  Rp      540.000                 
  3     Pertokoan      46   x   Rp   5.000  x  12 bln   =  Rp   2.760.000           
  4     Garasi Bus   1   x   Rp 25.000  x  12 bln   =  Rp   300.000          
  5     Sekolahan      20   x   Rp   5.000  x  12 bln   =  Rp   1.200.000                  
  6     Perguruan Tinggi      2   x   Rp 10.000  x  12 bln   =  Rp      240.000      
  7     Perbankkan   9   x   Rp 25.000  x  12 bln   =  Rp   2.700.000 
  8     Perkantoran            46   x   Rp   5.000  x  12 bln   =  Rp   2.760.000 
  9     Perusahaan            15   x   Rp 25.000  x  12 bln   =  Rp   4.500.000 
10     Proyek fisik            38   x   Rp 10.000  x  10 bln   =  Rp   3.800.000 
     3   x   Rp 10.000  x    9 bln   =  Rp      270.000 
                                                                 TOTAL         Rp 60.110.000 
Sumber : Sub Dinas Kebersihan (DKP) Kabupaten Karanganyar 
Berdasarkan Tabel II.4 dan Tabel II.5 dapat diketahui bahwa tingkat 
penerimaan Retibusi Kebersihan Masyarakat tahun 2008 untuk sektor usaha 
yang terealisasi Rp 19.070.000,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp 
70.000,00 atau 0,37 % dari target sektor usaha sebesar Rp 19.000.000,00. 
Sedangkan untuk sektor rumah tangga realisasi penerimaannya sesuai dengan 
target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 41.040.000,00. Jadi dapat 
disimpulkan tingkat penerimaan Retribusi  Kebersihan Masyarakat tahun 
2008 mengalami peningkatan yaitu dari target yang ditetapkan sebesar Rp 
60.040.00,00 mampu memperoleh realisasi penerimaan Rp 60.110.000,00 
atau sebesar 100,37 %. 
Realisasi  penerimaan  retribusi  kebersihan  masyarakat  mampu melebihi 
target yang ditetapkan tidak luput dari upaya-upaya yang dilakukan 
Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam mengoptimalkan penerimaan 
retribusi  kebersihan  masyarakat. Upaya-upaya yang  telah  dilakukan  antara  
lain: 
1. Mengadakan sosialisasi antara petugas pemungut retribusi kebersihan 
dengan ibu-ibu PKK, yaitu dengan cara berinteraksi langsung dengan 
wajib retribusi dan KK. Bertujuan untuk mendengarkan keluhan-keluhan 
atas pelayanan yang telah ada. 
2. Meningkatkan pelayanan pengangkutan sampah dengan menambah 
armada serta penjadwalan ulang tehadap trip pengangkutan sampah dari 
TPS ke TPA. 
3. Intensifikasi    pendataan    objek    dan    atau    subjek    retribusi    guna 
meningkatkan aktualisasi data yang dimiliki. 
4. Menjalin koordinasi kooperatif antar unit kerja guna membentuk suatu 
sinergi yang solid dalam pelaksanaan tugas. 







1. Dalam menentukan target retribusi kebersihan masyarakat di Kabupaten 
Karanganyar sudah didasarkan pada penentuan potensi yang dihitung oleh 
DKP pada tahun 2008. 
2. Jumlah realisasi penerimaan retribusi kebersihan masyarakat tahun 2008 
mampu melebihi target yang ditetapkan yaitu dengan target sebesar Rp 
60.040.000,00, mampu memperoleh realisasi penerimaan Rp60.110.000,00 
atau melebihi target sebesar Rp 0,37 %. 
3. Pemerintah Kabupaten Karanganyar berusaha menyadarkan wajib retribusi 
khususnya wajib retribusi kebersihan atas kewajibannya dalam pembayaran 
retribusi yaitu melalui sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat serta 
melakukan intensifikasi pendataan potensi. 
 
B. KELEMAHAN 
1. Hanya 6 (enam) kecamatan yang ada di Kabupaten Karanganyar yang 
mendapatkan pelayanan kebersihan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan 
(DKP), padahal di Kabupaten Karanganyar terdapat 17 Kecamatan. Hal ini 
dikarenakan  sebagian  besar  masyarakat  di  Kabupaten  Karanganyar  masih 
tinggal dipedesaan. 
2. Terdapat 6  kecamatan di  Kabupaten  Karanganyar yang mendapat pelayanan 
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sampah, untuk tahun 2008 di 6 kecamatan tersebut tercatat ada 89.067 KK. 
Akan tetapi, yang menjadi dasar penentuan potensi retribusi kebersihan 
masyarakat di Kabupaten Karanganyar hanya sebesar 2.280 KK. 
3. Jumlah realisasi  penerimaan  retribusi  kebersihan  masyarakat  di Kabupaten 
Karanganyar tahun 2008 tidak sesuai dengan potensi yang ada, yaitu dengan 
potensi yang ada sebesar Rp 60.240.000,00 per tahun  hanya memperoleh 
realisasi penerimaan sebesar Rp 60.110.000,00 per tahun, meskipun 
jumlahnya tidak sesuai tapi selisih sebesar Rp 130.000,00 menurut DKP tidak 
signifikan karena hanya 0,2 % atau selisihnya tidak mencapai 2 % dari 
potensi yang ada. 
4. Tata cara pemungutan retribusi yang dilakukan oleh DKP sudah sesuai 
dengan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan namun pada pelaksanaannya 
pada poin sanksi administrasi dan pidana belum diterapkan dengan tegas 
karena masih banyak masyarakat yang tidak mau membayar ataupun tidak 
membayar sesuai dengan tarif yang ditetapkan dengan memberikan banyak 




Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data yang telah penulis lakukan 
maka dapat diambil simpulan dan saran yang mungkin berguna bagi pihak-pihak 
terkait berkenaan dengan Retribusi Kebersihan pada DPU dan LLAJ Kabupaten 
Karanganyar. 
A. Simpulan 
1. Dalam menentukan potensi retribusi kebersihan masyarakat di Kabupaten 
Karanganyar masih belum tepat karena tidak sesuai dengan potensi yang 
sesungguhnya, yaitu hanya sebesar Rp 60.240.000,00, padahal jumlah potensi 
yang sesungguhnya sebesar Rp 61.236.000,00. Dasar penetapan potensi  
retribusi kebersihan masyarakat masih tidak sesuai dengan potensi yang 
sesungguhnya dikarenakan banyak wajib retribusi yang membayar tidak 
berdasarkan klasifikasi yang ditentukan. 
2. Besar target retribusi kebersihan masyarakat di Kabupaten Karanganyar yang 
ditetapkan sudah didasarkan pada penentuan potensi yang dihitung oleh DKP 
pada tahun 2008, meskipun tidak sesuai dengan potensi yang sesungguhnya. 
3. Realisasi penerimaan retribusi  kebersihan masyarakat tahun 2008 mengalami 
peningkatan yaitu dari target yang ditetapkan sebesar Rp 60.040.00,00 
mampu memperoleh realisasi penerimaan Rp 60.110.000,00 atau mampu 





1. Mengadakan sosialisasi tidak hanya di daerah perumahan saja tetapi juga 
pedesaan, yang dilakukan secara rutin dengan penjadwalan setiap kelurahan 
untuk menggugah kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kebersihan 
dan pentingnya membayar retribusi kebersihan. 
2. Perlu adanya perbaikan pembaharuan Undang-Undang dan peraturan 
mengenai dasar tarif dan subyek retribusi, sehingga penerimaan retribusi 
kebersihan bisa lebih meningkat. 
3. Perlu adanya pemberlakuan sanksi yang tegas kepada wajib retribusi yang 
tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar retribusi dengan 
memberikan sanksi administrasi berupa denda, dan DKP benar-benar 
memberlakukan sanksi tersebut. 
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